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Atas nama Menteri

Wilayah Departemon Agama

kepada madrasah :

1. N a m a

2.Alamat,

3. Didirikan pada

Agama Republik lndonesia dengan ini

Propinsi Kalimantan Selatan, memberikan

Kepala Kenior

piagam terdafiar

;'tt /.1I.4Jalan

Desa

Kecamata n

Kabupaten

Propinsi

Oleh

IrTd

sehingga kepada madrasah Yang

nyelenggarakan pendidikan dan

persarnaen madrasah negeri .-

bersangkutan diberi hak menurut hukum untuk rne-

pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti u;ian

Agama lslam,

A. Chelik Dachlan
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KEPUTUSAIT KEPALA I{ANTOR \MLITYATI
KEMEITTERIAIT AGAIYIA PROVUUSI KALIIYIANTAN SELATAIT

rYoMoR l0fl rnmnr 2oL6

TEIYTAIYG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEITGGAITTI IZIN PENDIRIANI
OPERASIONAL MADRASATI IBTIDAIYAII TANIRAIY

I(ABT'PATEN TIT'LU ST'IUGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEM ENTE RIAN AGAMA PRO VI N SI KALI MANTAN SELATAN

Menimbang bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian
madrasah;

bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan
Pemberian lzin Pendirian Madrasah, perlu memberikan
Surat Keputusan Pengganti;

bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk
diberikan Surat Keputusan Pengganti lzin Pendirian
Madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbarrgan sebagaimarra dimaksud
dalam huruf nd', huruf ob', dan huruf oc', perlu
menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang
Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin
Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Taniran
Kabupaten Hulu Sungai Seiatan;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44961sebagaimana telah

C.

Mengingat : 1.

b.

Iu.

2.
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diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan
llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o13 Nomor
71. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410;l

3. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2o0g tentangPendanaan .pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200g Nomor 91, Tambihan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4g64);

4. Peraturan pemerintah Nomor rz rahun 2arc tentang
Pengelolaan dan penl'elenggaraan pendidikan {LernbaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5150) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemenntah Nomor 66 Tahun 2010 tentang ierubahan atasPeraturan pemerintah Nomor lT Tahun 2}rc tentangPengelolaa" qT peny-elenggaraan pendidikan ilembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 ttomor r12,Tambahan Lembaral Negara Repubrik Indonesia Nomor
5 1 57);

5. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun2oo7 tentang Standar Sarana dan prasarana untuk
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekoiah Menenlah
Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun2010 tentang Standar pelayanan Minima-l pendidikan di
Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan MenteriPendidikan Nasionar Nomor 15 Tahun 2arc tentang
standar pelayanan Minimal pendidikan di Kabupaten/Kota;

7- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13gd);

8. Keputusan Direktur Jenderal pendidikan islam Nomor
5885 Tahun 2015 tentang petunjuk Teknis perpanjangan
lzin Pendirian Madrasah, peneibitan Surat K.putu*..,
Pengganti lzin pendirian Madrasah Karena Hilang, danPenerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen rzin
Pendirian Madrasah;

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian AgamaKabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : aag2/Kk.17.A5_
?{PP.OO.4/rc/2}16 Tanggat 27 Oktober 2Ot6;

Memperhatikan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PENGGAI{TI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDATYAH TANIRAN KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN.

Memberikan Surat Keputusan pengganti \zin
Pendirian/Operasional Madrasah ).ang Hilang kepada
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
DIKIUM KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal2 Nopember 2016

n. Menteri Agama
Kepala Kantor Wilayah,ps{a
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KBPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR tFbT TAHUN 2016
TENTANG
KEPUTUSAN
PENDIRIAN/ OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH TANIRAN
KABUPATtrN HULU SUNGAI SELATAN

TENTANG
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI

IZIN PENDIRIAN MADRASAH

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Nopember 2016

PtrNERBITAN SURAT
PENGGANTI IZIN

1 Nama Madrasah Madrasah Ibtidaiyah Taniran

2 Nomor Statistik Madrasah i 1 1263060003

3 Alamat Madrasah Jl. Keramat KM 06

DesalKelurahan Taniran Kubah

Kecamatan Angkinang

Kabupaten Huiu Sungai Selatan

Provinsi Kalimantan Seiatan

4 Nama Organisasi Penyelenggara Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam
Ibnu Said Taniran Kubah

5 Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

Nomor 16 Tahun 2016

6 Pengesahan Akte Notaris
Organisasi Penyelenggara

SK MENKUMHAM RI Tanggal 2l April
24rc

.. a.n. ivfeirteri Agama
Kepala Kantor Wilayah,


